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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk menguraikan upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan penerapan SAK EMKM pada UMKM di Banyuwangi. Kondisi yang 

berlangsung saat ini ialah belum adanya pencatatan keuangan dan pemisahan 

pengelolaan keuangan pada UMKM tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Identifikasi mengenai 

keterbatasan dalam penerapan SAK EMKM ditelusuri dan dikemukakan untuk 

dapat menentukan serangkaian upaya yang dapat digunakan untuk meningkatakan 

penerapan SAK EMKM. Sejumlah gagasan dipaparkan sebagai gambaran bentuk 

upaya yang dapat dilakukan untuk membuat penerapan SAK EMKM semakin 

meningkat dan membangun budaya pelaporan  keuangan pada UMKM dengan 

berlandaskan pada teori agensi dan teori sinyal. Budaya penyajian laporan keuangan 

dan penerapan SAK EMKM tidak dapat ditumbuhkan dan dikembangkan tanpa 

peran serta maupun dukungan dari sejumlah lembaga terkait dan dorongan dari 

UMKM sendiri. Kolaborasi dari setiap unsur ini yang mampu mendorong untuk 

timbulnya kemauan menyajikan laporan keuangan pada UMKM berdasarkan SAK 

EMKM. 
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ABSTRACT 

This study was conducted to describe the efforts that can be made to improve the 

application of SAK EMKM to SMEs in Banyuwangi. The current condition is that 

there is no financial recording and separation of financial management in the 

MSMEs. This research is qualitative research conducted with a descriptive 

approach. Identification of limitations in the application of SAK EMKM is explored 

and put forward to be able to determine a series of efforts that can be used to 

improve the application of SAK EMKM. Some ideas are presented as an 

illustration of the forms of efforts that can be made to increase the application of 

SAK EMKM and build a culture of financial reporting in MSMEs based on agency 

theory and signal theory. The culture of presenting financial reports and the 

application of SAK EMKM cannot be grown and developed without the 

participation and support of several related institutions and encouragement from 

SMEs themselves. The collaboration of each of these elements can encourage the 

emergence of a willingness to present financial reports to MSMEs based on SAK 

EMKM. 
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PENDAHULUAN  

 

 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan 

salah satu sektor usaha yang memiliki peranan besar dalam perekonomian Indonesia. 

Meskipun kondisi perekonomian Indonesia yang sempat mengalami fase krisis, akan 

tetapi nyatanya tidak membuat UMKM menjadi runtuh sekalipun turut mengalami 

guncangan. Pada kondisi krisis tersebut UMKM mampu bertahan dan semakin banyak 

UMKM yang tumbuh dan berkembang beberapa waktu ke belakang. Informasi yang 

dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha 

menyatakan bahwa bentuk usaha di Indonesia hampir 99% berada pada skala UMKM 

(OJK, 2020) 

Peran UMKM yang cukup besar mendorong banyak pihak untuk dapat terus 

mendukung perkembangan UMKM. Kemampuan UMKM untuk bertahan dalam masa 

perekonomian yang berat tidak berati bahwa UMKM tumbuh tanpa halangan atau 

hambatan. Salah satu permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh UMKM ialah 

terkait pelaporan keuangan.  

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai salah satu lembaga profesi yang 

memiliki fokus dalam dunia akuntansi dan pelaporan keuangan turut ambil bagian untuk 

mendukung perkembangan UMKM. Keterbatasan UMKM dalam menyajikan laporan 

keuangan sesuai standar yang berlaku umum mendorong IAI, khususnya Dewan 

Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), untuk merumuskan dan menyusun standar yang 

lebih ringkas. Standar yang dapat menjadi panduan penyusunan laporan keuangan bagi 

UMKM dan disusun dengan mudah yaitu dengan menerbitkan Standar Akuntansi 

Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat SAK EMKM). 

Exposure draft dari SAK EMKM disahkan pada tahun 2016 dan dinyatakan berlaku 

efektif sejak 01 Januari 2018.  

Keberadaan SAK EMKM dan harapan yang ingin dicapai terhadap UMKM telah 

mendorong sejumlah pihak melakukan penelitian untuk melihat penerapan SAK 

EMKM. Handika & Baridwan (2018) melakukan penelitian untuk melihat faktor-faktor 

yang memengaruhi dalam penerapan SAK EMKM bagi UMKM. Handika & Baridwan 

(2018) menggunakan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology sebagai 

pendekatan yang dipilih untuk melakukan kajian atas faktor-faktor yang memengaruhi 

penerapan SAK EMKM. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa 

ekspektasi usaha, kinerja serta kondisi dan fasilitas yang ada memiliki pengaruh bagi 

UMKM dalam penerapan SAK EMKM.  

Penelitian lain dilakukan oleh Hanifati & Leo (2019) dengan sudut pandang 

peran akuntan berpraktik untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM. Pendekatan 

studi kasus dipilih untuk melakukan pemaparan lebih lanjut atas rumusan masalah yang 

disampaikan. Hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa implementasi 

SAK EMKM baru dapat dilakukan oleh usaha di skala menengah. Hasil ini kemudian 

memberikan suatu masukan bagi Kantor Jasa Akuntan untuk dapat memberikan layanan 

yang tidak hanya berhenti pada pemberian jasa untuk menyusun laporan keuangan 

namun meliputi pula serangkaian kegiatan lain termasuk konsultasi gratis untuk 

semakin mendorong perapan SAK EMKM oleh UMKM.  

Penelitian lain terkait UMKM dan SAK EMKM juga dikemukan oleh beberapa 

peneliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan 

kualitatif terkait UMKM dan Standar Keuangan diantaranya dilakukan oleh Narsa, 

Widodo, & Kurnianto (2012), Putra (2018), Tatik (2018), Purba (2019), dan Sundari & 
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Merry (2020). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif diantaranya dilakukan oleh 

Trisomantagani, Yasa, & Yuniarta(2017), Adhikara (2018), , , Ardiana, Irianto, & 

Srirejeki (2019), , serta Sutapa (2020), . Sementara Arieftiara, Putra, & Masripah (2019) 

melakukan bentuk pengabdian dalam mengenalkan SAK EMKM melalui 

pendampingan.. Kajian dari para peneliti baik secara kualitatif maupun kuantitatif 

dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi hingga implementasi SAK 

EMKM. Hasil penelitian yang ada memperlihatkan bahwa UMKM yang menjadi 

informan maupun sampel belum menyajikan laporan keuangan sesuai SAK EMKM.  

Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut pada 

UMKM di Banyuwangi terkait penyajian laporan keuangan dan SAK EMKM. Tinjauan 

akan dilakukan dengan melihat penerapan pencatatan keuangan serta penerapan SAK 

EMKM pada UMKM untuk kemudian disandingkan dengan penelitian-penelitian 

terdahulu yang selaras terkait SAK EMKM. Tinjauan ini diharapkan mampu 

memunculkan suatu gagasan yang dapat mendorong penerapan SAK EMKM pada 

UMKM di Banyuwangi.  

 

KAJIAN TEORI  

 

Teori Agensi 

Teori Agensi diungkapkan oleh Jensen & Meckling (1976)yang memberikan 

suatu gambaran bahwa perusahaan diibaratkan sebagai suatu kumpulan kontrak yang 

menunjukkan  hubungan keagenan antara principal (pemilik) kepada agen (manajer). 

Hubungan ini juga memberikan gambaran bahwa ketika setiap pihak memiliki 

keinginan untuk memaksimalkan keuntungan masing-masing akan terdapat peluang 

bahwa manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya yang tidak sesuai 

dengan kepentingan dari pemilik (pemegang saham). Indikasi yang muncul ialah 

manajer tidak melaksanakan kewajibannya bagi kepentingan pemegang saham 

melainkan untuk kepentingannya sendiri. Hal ini kemudian yang dikenal sebagai 

permasalahan dalam keagenan (agency problem).  

Teori agensi dapat menjadi landasan atau dorongan dari pelaku usaha sebagai 

penyedia laporan keuangan untuk secara mandatory menyajikan laporan keuangan dan 

menggunakan SAK EMKM. Dengan kondisi tertentu yang dibangun, penerapan SAK 

EMKM akan dapat semakin dipahami dan diterapkan oleh pelaku UMKM. Dasar dari 

teori ini dapat menjadi pondasi guna mendorong peningkatan penggunaan standar 

EMKM. 

 

Teori Sinyal 

Teori sinyal mengungkapkan mengenai dorongan perusahaan untuk 

mengungkapkan informasi perusahaan terhadap pihak eksternal. Informasi yang 

disajikan oleh perusahaan baik keuangan maupun non keuangan merupakan suatu sinyal 

yang diberikan perusahaan terkait kinerjanya kepada pihak eksternal termasuk investor. 

Teori sinyal memberikan pandangan bahwa manajer pada perusahaan dengan 

performa yang baik akan memiliki dorongan untuk mengungkapkan informasi lebih 

banyak. Harapannya ialah pengungkapan ini akan direspon positif dan memberikan 

dampak yang baik bagi perusahaan dan juga bagi insentif yang akan mereka terima. 

Hubungan keagenan dapat menjadi dasar yang memengaruhi manajer dalam melakukan 

pengungkapan sukarela. Pengungkapan ini dilakukan untuk membuat pemegang saham 

yakin akan tindakan yang dilakukan oleh manajer ini telah sejalan dengan kepentingan 
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dari pemegang saham. Teori sinyal memberikan gambaran dorongan untuk kesediaan 

secara sukarela menyajikan informasi keuangan sebagai bentuk untuk mendapatkan 

respon positif dari pengguna informasi keuangan. Hal ini dapat berlangung pada 

UMKM dengan terlebih dahulu memahami kebutuhan untuk bisa mendorong adanya 

pencatatan laporan keuangn. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan 

kualitatif dipilih sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk 

dapat memperoleh kajian lebih mendalam serta dapat memahami mengenai kondisi dan 

fenomena yang terjadi dan dihadapi subjek penelitian. Pendekatan ini dipandang lebih 

selaras dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Informan dalam penelitian ini ialah 

UMKM di kecamatan Banyuwangi yang terdaftar pada laman Website Dinas Koperasi 

serta bergerak pada sektor kuliner.  

Sumber data untuk dalam penelitian ini ialah sumber data primer yakni langsung 

dari pelaku UMKM dan sumber data sekunder yang digali dari pandangan teori dan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dipandang relevan dengan tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang ada dilakukan melalui 

wawancara dan studi literatur. 

        

PEMBAHASAN  

 

Evaluasi Penerapan SAK EMKM  

Penelitian ini dilakukan pada enam pelaku UMKM yang berada di Kecamatan 

Banyuwangi. Pelaku UMKM ini bergerak pada sektor usaha makanan olahan dan oleh-

oleh dan terdaftar pada laman website Dinas Koperasi dan UMKM Banyuwangi. 

Keenam pelaku UMKM ini telah menjalankan usahanya lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 

Proses wawancara yang dilakukan kepada pelaku UMKM memberikan gambaran 

bahwa keenam pelaku UMKM tidak melakukan pengelolaan keuangan termasuk 

pencatatan keuangan khusus untuk kegiatan usahanya. Sejumlah alasan dikemukan oleh 

para pelaku UMKM yang dapat ditarik garis besarnya sebagai berikut (1) keterbatasan 

waktu; (2) keterbatasan sumber daya manusia; (3) keterbatasan informasi dan (4) pola 

pikir pelaku usaha.  

Alasan yang dikemukan oleh pelaku UMKM ini merupakan bentuk alasan yang 

saling terkait satu dengan lainnya yang kemudian membuat minimnya pelaku UMKM 

untuk melakukan pencatatan keuangan dan pengelolaan keuangan secara khusus untuk 

kegiatan usaha. Paradigma  pelaku UMKM menjadi bagian yang cukup berperan besar 

dalam melatabelakangi UMKM tidak menjalankan pencatatan keuangan. Pandangan 

bahwa pencatatan keuangan dan akuntansi merupakan hal yang sulit untuk dipenuhi dan 

dijalankan membuat pelaku UMKM enggan untuk melakukan pencatatan keuangan. 

Pola pikir tersebut dapat bersumber dari tiga alasan lain yakni karena waktu, sumber 

daya manusia dan informasi yang terbatas. Pelaku UMKM yang menjadi informan 

masih banyak melakukan proses mulai produksi hingga pemasaran sendiri atau belum 

banyak memiliki tenaga kerja. Hal ini yang kemudian membuat pelaku UMKM tidak 

memiliki banyak waktu untuk secara khusus mengenal, belajar dan melakukan 

pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan usahanya.  
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Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dasar terkait 

akuntansi dalam kegiatan usaha juga menjadi salah satu latar belakang tidak adanya 

penerapan SAK EMKM bahkan pencatatan keuangan. Selain kendala keterbatasan 

waktu, keterbatasan tenaga kerja yang memahami mengenai pencatatan akuntansi juga 

menjadi faktor yang berpengaruh. Pelaku UMKM sebagian besar tidak memiliki latar 

belakang di bidang akuntansi sehingga hal ini dipandang menyulitkan bagi para pelaku 

UMKM. Hal ini ditunjang pula dengan keterbatasan informasi yang mereka miliki 

terkait SAK EMKM. Pelaku UMKM ini menyatakan bahwa secara umum mereka 

pernah tahu dan mendengar mengenai akuntansi dan pencatatan keuangan bahkan dinas 

pernah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan dan diikuti oleh beberapa pelaku 

UMKM. Namun, seluruh pelaku UMKM yang ada menyatakan bahwa sejauh ini beliau 

belum pernah mengetahui atau mengenal mengenai SAK EMKM. Dari paparan ini 

dapat dilihat bahwa latar belakang tidak adanya penerapan SAK EMKM pada UMKM 

di Banyuwangi ini bagaikan suatu siklus atau satu kesatuan yang saling terkait satu 

dengan yang lain. Pola pikir bahwa SAK EMKM dan pencatatan keuangan merupakan 

sesuatu yang rumit dan sulit merupakan implikasi karena keterbatasan wawasan dan 

informasi mengenai SAK EMKM ditunjang dengan keterbatasan SDM yang memiliki 

dasar atau pengalaman dengan pencatatan keuamgan. Jumlah sumber daya yang terbatas 

mempengaruhi waktu kerja yang dimiliki oleh pelaku UMKM untuk melakukan 

pencatatan keuangan. 

Kondisi serupa juga ditemukan oleh Narsa et al.,( 2012) yang melakukan kajian 

atas penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK 

ETAP). Persepsi yang menjadi salah satu kendala dalam proses implementasi SAK 

ETAP dan minimnya pencatatan keuangan. Pandangan bahwa usaha yang ada telah 

berjalan dan tumbuh meskipun tanpa pencatatan keuangan membuat keenganan dari 

pelaku UMKM untuk melakukan pencatatan keuangan. Keterbatasan dari sudut 

pandang persepsi juga didapati oleh Sundari & Merry (2020). Hasil penelitian yang 

dilakukan Sundari & Merry (2020) memperlihatkan bahwa adanya ketidaksempurnaan 

pemahaman atas pentingnya pencatatan keuangan yang dimiliki pelaku UMKM yang 

kemudian membuat enggan untuk menyusun laporan keuangan atau melakuan 

pencatatan keuangan untuk usahanya.  

 

Upaya Menumbuhkan Budaya Penerapan SAK EMKM 

 Efektivitas penerapan dari SAK EMKM dapat dikaji dengan meminjam teori dari 

Lawrence M. Friedman sebagaimana yang tertuang dalam Sudjana (2019). Teori ini 

memberikan gambaran bahwa untuk mencapai keefektifan perlu adanya sinergi atas tiga 

unsur yang ada meliputi struktur, subtansi dan budaya. Kaitannya dengan SAK EMKM, 

struktur yang dimaksud ialah IAI. Sementara untuk subtansi ialah SAK EMKM, budaya 

ini dicerminkan oleh pola pikir atau paradigma pelaku UMKM terhadap SAK EMKM. 

Budaya pelaku UMKM dalam penerapan SAK EMKM menjadi salah satu faktor 

penting yang akan  menentukan efektivitas  penerapan SAK EMKM. Keberadaan SAK 

EMKM sebagai suatu subtansi dalam sistem dan upaya yang dilakukan oleh IAI sebagai 

struktur dalam penerapan SAK EMKM tidak akan berdampak bila budaya pelaku 

UMKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan belum tumbuh atau 

berkembang.  

Hal utama yang patut diperhatikan untuk dapat menumbuhkan dan 

mengembangkan budaya ini memahami latar belakang atau alasan yang mendasari 

penerapan SAK EMKM belum berlaku efektif dalam UMKM. Identifikasi terkait 
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hambatan tumbuhnya budaya pelaporan keuangan dalam konteks penelitian ini telah 

diungkapkan diantaranya ialah  pola pikir terkait penyusunan laporan keuangan, 

keterbatasan kemampuan  dari segi informasi yang kurang diketahui dan dipahami 

terkait SAK EMKM hingga  keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mendukung 

hal tersebut dalam usaha yang dijalani UMKM.  Hambatan ini yang dikemudian akan 

dikaji lebih dalam untuk dapat memberikan suatu konsep atau pemikiran untuk 

meningkatkan penerapan SAK EMKM  dalam penelitian ini.  

Poin utama yang diungkap oleh pelaku usaha dalam penelitian ini ialah terkait 

pola pikir atau mindset dari pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan 

terutama dalam koridor SAK EMKM. Dua hal utama yang diperoleh dari proses 

penelitian ini terkait pola pikir pelaku UMKM terhadap penyusunan laporan keuangan 

ialah pelaku UMKM belum memiliki alasan atau motivasi besar terkait pentingnya 

menyusun laporan keuangan dan yang kedua bahwa menyusun laporan keuangan adalah 

hal sulit. Berkaca pada hal tersebut maka untuk meningkatkan penerapan SAK EMKM 

perlu upaya untuk bisa mengubah pola pikir dari pelaku UMKM. 

Para pelaku UMKM ini tidak memiliki dorongan kuat untuk menyusun laporan 

keuangan. Pandangan yang berkembang dalam masyarakat bahwa penyusunan laporan 

keuangan ini disusun untuk memperoleh akses keuangan dari perbankan. Sementara itu, 

kondisi yang dialami dan yang berlangsung pada sebagian besar pelaku UMKM ini 

ialah belum memiliki keinginan untuk terikat dengan pendanaan dari perbankan dalam 

pengelolaan usahanya. Hal yang didapati dalam penelitian ini bahwa pelaku UMKM 

yang membutuhkan akses keuangan atau pendanaan dari perbankan rupanya tetap dapat 

memperoleh bantuan atau pendanaan sekali pun tidak menyusun atau menyajikan 

laporan keuangan. Kondisi seperti ini yang kemudian mengurangi dorongan untuk 

penerapan SAK EMKM. Dari gambaran kondisi ini, hal yang dapat dilakukan ialah 

menciptakan dorongan dan motivasi terlebih dahulu  bagi pelaku UMKM untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan.  

Teori agensi dan teori sinyal dalam teori akuntansi dapat menjadi landasan teori 

untuk menampilkan dorongan atau alasan untuk menyajikan laporan keuangan. Teori 

agensi akan menghantarkan motivasi menyajikan laporan keuangan sebagai suatu 

kewajiban dan teori sinyal akan menghantarkan motivasi untuk secara sukarela 

menyajikan  laporan keuangan. Teori agensi yang memberikan gambaran  bahwa 

penyajian laporan keuangan ini menjadi media yang menjembatani kepentingan antara 

prinsipal dan agen. Laporan keuangan menjadi satu unsur wajib yang harus disajikan 

guna membantu para prinsipal mengawasi kinerja dari agen. Kondisi demikian 

membuat entitas skala besar yang melibatkan pendanaan dari pihak diluar manajemen 

akan menyajikan pelaporan keuangan sesuai dengan kaidah yang berlaku.   

UMKM selaku usaha yang dijalankan dan dikelola oleh para pelaku usaha  sendiri  

bila dilihat memang tidak memiliki unsur untuk menjalankan kewajiban menyajikan 

laporan keuangan . Namun ada benang merah yang dapat ditarik dari keberadaan teori 

agensi ini bagi penyusunan  laporan keuangan sesuai SAK EMKM oleh para pelaku 

UMKM yaitu keberadaan regulasi artinya ada unsur kewajiban yang perlu ditimbulkan 

dengan harapan bahwa ini bisa mengembangkan kegiatan usaha dari para pelaku 

UMKM. Hal ini bukan berarti diartikan secara tiba-tiba disusun suatu regulasi untuk 

memaksa UMKM menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM namun perlu 

dilakukan kajian  mengenai unsur yang dapat mendorong terciptanya hal tersebut.  

Pandangan ini serupa seperti yang disampaikan Hanifati & Leo (2019). Hanifati & 

Leo (2019) mengungkapkan bahwa keberadaan regulasi untuk menyajikan laporan 



FAIR VALUE : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI DAN KEUANGAN   

VOL 4 NO 6 JANUARI 2022 

P-ISSN 2622-2191, E-ISSN  2622-2205   

2513 

 

keuangan yang kredibel akan mendorong penerapan SAK EMKM. Selayaknya 

perusahaan atau entitas terbuka yang terdaftar pada Bursa dan memiliki kewajiban 

menyusun dan menyajikan pelaporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku. 

UMKM juga dapat diberikan dorongan dan motivasi dalam konteks yang serupa.  Bila  

perusahaan terbuka terikat dengan Bursa untuk regulasi yang berada di dalamnya, 

UMKM dalam penerapan SAK EMKM dapat dikaitkan dengan dinas atau instansi 

terkait  untuk bersama membangun regulasi guna menerapkan standar tersebut.  

Berbeda dengan teori agensi yang menampilkan kewajiban penuyajian laporan 

keuangan, teori sinyal memberikan gambaran mengenai motivasi secara sukarela untuk 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Teori sinyal menekankan bahwa 

penyajian laporan keuangan  merupakan  cara atau sarana untuk menampilkan citra dari 

suatu entitas atau pelaku usaha kepada pihak yang  akan memberikan peranan pada 

pengembangan usaha  dari entitas  dan berharap akan adanya respon positif. Kondisi ini 

dapat dibangun dan diciptakan bagi UMKM yang sekali lagi perlu adanya kolaborasi 

dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait. Kondisi ini dapat dibangun seperti yang 

disampaikan oleh Ir putri dari Ibu AN pelaku UMKM di bidang oleh-oleh. Ir yang juga 

merupakan pelaku usaha menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan ini akan 

berdampak besar bagi UMKM terutama ketika mengikuti kompetisi UMKM dan 

program pendanaan dari instansi tertentu. Salah satu indikator yang dilihat adalah terkait 

keberlangsungan usaha yang ditinjau dari laporan keuangan UMKM. UMKM yang 

mengikuti kegiatan tersebut secara tidak langsung akan berupaya menyajikan laporan 

keuangan yang baik guna mengharapkan respon positif dari instansi penyelenggara. 

Kolaborasi yang dijalin IAI dan instansi terkait akan mampu mendorong penerapan 

SAK EMKM tanpa membuat UMKM menjadi terpaksa karena dalam hal ini ada 

dampak yang dapat secara langsung dinikmati dan dirasakan oleh UMKM. 

Kendala lain yang dihadapi oleh UMKM dalam upaya menyajikan laporan 

keuangan ialah keterbatasan pemahaman mengenai penyajian laporan keuangan dan 

keterbatasan sumber daya yang mampu  menyusunkan dalam usahanya. Kedua hal ini 

sesunggunya merupakan satu paduan. UMKM , khususnya skala  mikro dan kecil, 

umumnya masih dikelola oleh pelaku UMKM sendiri dengan jumlah tenaga kerja yang 

terbatas dengan fokus pada produksi.  UMKM yang ditemui tidak memiliki tenaga kerja 

dengan latar belakang pendidikan akuntansi maupun yang memahami mengenai 

penyusunan laporan keuangan. Demikian pula dengan pelaku UMKM. Para pelaku 

UMKM memiliki keterbatasan dalam  penyusunan laporan keuangan selain karena 

kurang memahaminya juga karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Fokus utama pada 

para pelaku ini ialah pada produksi dan pemasaran. Belum ada ikatan khusus yang 

membuat para pelaku usaha ini secara wajib harus menyajikan laporan keuangan. 

Berkaca pada hal ini maka peran serta dari segenap pihak dari bidang akuntansi 

khususnya bagian dari IAI akan menjadi penunjang untuk tumbuhnya budaya pelaporan 

keuangan terutama dengan SAK EMKM pada UMKM. 

 

KESIMPULAN 

 

Upaya untuk menumbuhkan budaya pelaporan keuangan disertai dengan 

peningkatan penerapan SAK EMKM perlu ditumbuhkan dari pelaku UMKM dan juga 

didukung oleh struktur serta segenap pihak terkait. Untuk mendorong pelaku UMKM 

menyajikan laporan keuangan, hal utama yang perlu IAI dan segenap pihak yang terkait 

lakukan ialah mengidentifikasi dan membangun motivasi dalam penerapananya yang 
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mungkin tidak lagi berfokus untuk mendapatkan akses perbankan semata. Keberadaan 

regulasi khusus dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatnya penerapan 

SAK EMKM. Selain itu, kolaborasi dengan sejumlah pihak yang berhubungan dengan 

UMKM untuk mendorong penerapan SAK EMKM juga dapat dilakukan. 
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